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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang
kemudian disebut Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu lembaga
pemerintahan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan pertanahan
kepada masyarakat. Pelayanan pertanahan yang diberikan oleh Kementerian
ATR/BPN terus menerus dilakukan perbaikan guna dapat memberikan
pelayanan publik bidang pertanahan yang baik kepada masyarakat maupun
pengguna layanan pertanahan. Sebagai salah satu lembaga yang memberikan
pelayanan publik pertanahan, Kementerian ATR/BPN dalam memberikan
pelayanannya, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan pertanahan yang
maksimal serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pengguna
layanan. Menurut Nurjannah dan Saleh dalam Exaudia (2020, 2), masyarakat
baru akan merasakan kehadiran negara ditengah-tengah masyarakat apabila
pemerintah memberikan layanan publik yang baik kepada masyarakat.

Tingkat kepercayaan masyarakat tanpa disadari dipengaruhi oleh
pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri. Hal ini terlihat
bahwa semakin baik kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat
maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin tinggi.
Untuk dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu upaya
yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan modernisasi pelayanan publik
pada setiap lembaga pemerintahan. Menurut Hardiyansyah dalam Exaudia
(2020, 2) e-Government merupakan modernisasi pelayanan publik yang
menggunakan komunikasi dan informasi secara dua arah yakni pemerintah,
masyarakat maupun dunia usaha. Penerapan e-Government dilakukan oleh
Kementerian ATR/BPN pada layanan elektroniknya dalam melayani
masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.

Kementerian ATR/BPN melakukan layanan pertanahan secara elektronik

diawali pada tahun 2017 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN



Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik
terdiri atas 9 jenis layanan informasi pertanahan yang dilakukan secara
elektronik. Kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3
Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik yang berguna dalam
proses penerbitan sertipikat elektronik. Setelah itu dengan mengeluarkan
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak
Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen ATR/BPN Nomor 9
Tahun 2019) yang diundangkan pada 21 Juni 2019 sebagai dasar layanan HT-
el. Kemudian pada tanggal 6 April 2020 peraturan tersebut dicabut dan diganti
dengan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak
Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Pengertian Sistem Elektronik Hak
Tanggungan Terintegrasi yang kemudian disebut sistem HT-el dalam Permen
ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 adalah:

“serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka

pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem

elektronik yang terintegrasi.”

Pelayanan HT-el pertama kali diluncurkan pada tanggal 3 September
2019. Pada awal peluncuran HT-el, Kementerian ATR/BPN menunjuk 42
kantor pertanahan kabupaten/kota sebagai pilot project untuk pelayanan HT-el
(Djalil dalam Andiyanto, 2020, 2). Peluncuran HT-el seperti yang disebutkan
oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta
Jaya dalam salah satu wawancara pada acara Podcast ATR/BPN didasari oleh
dua alasan. Pertama yaitu Hak Tanggungan merupakan pelayanan yang bersifat
multiplier effect artinya masyarakat yang memiliki tanah dapat meminjam uang
kepada pihak bank dengan jaminan sertipikat tanahnya kemudian uang yang
diperoleh tersebut dapat digunakan sebagai modal investasi ataupun membuka
lapangan pekerjaan. Kedua jumlah permohonan Hak Tanggungan merupakan
jenis permohonan yang paling tinggi di Kantor Pertanahan yaitu hampir
mencapai 40% dari keseluruhan permohonan.

Kemudian mulai tanggal 8 Juli 2020 Pelayanan Hak Tanggungan
Terintegrasi Secara Elektronik wajib diterapkan di seluruh Indonesia. Menurut



Mustofa dan Aditya dalam Exaudia (2020, 5), adanya dukungan dan saling
keterkaitan antara Kementerian ATR/BPN dan organisasi-organisasi lain
sebagai mitra kerja merupakan kunci suksesnya pelayanan publik di bidang
pertanahan. Saling mendukung dan saling terkait tersebut, kemudian
diwujudkan melalui kerjasama Kantor Pertanahan terhadap mitra kerja dalam
rangka pelayanan HT-el yaitu dengan menyediakan sistem layanan terintegrasi
yang dapat diakses oleh kreditor dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
sebagai pengguna layanan HT-el.

Pelaksanan HT-el diawali dengan melakukan verifikasi dan validasi akun
pengguna seperti kreditor dan PPAT sebagai mitra kerja Kementerian
ATR/BPN kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran HT-el sampai
penerbitan sertipikat HT-el yang mana semua prosesnya harus memenuhi
prosedur dan syarat sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020
yang dilakukan secara elektronik. Adapun peran aktif dari Kantor Pertanahan
termasuk di dalamnya kreditor dan PPAT sangat penting dalam pelaksanaan
layanan HT-el. Pelaksanaan suatu program maupun pelayanan yang
melibatkan banyak pihak, ditambah lagi sebagai layanan yang baru dilakukan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya tidak bisa
terlepas dari adanya permasalahan dalam pelaksanaan maupun prosedurnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan
sebuah penelitian terhadap mekanisme layanan HT-el di Kantor Pertanahan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta permasalahan yang dihadapi dan upaya
dalam penyelesain serta respon para pihak terhadap layanan HT-el di Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan judul, “Pelaksanaan
Layanan Hak Tanggungan Secara Elektronik (Studi di Kantor Pertanahan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”.

Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:
1. Bagaimana mekanisme layanan Hak Tanggungan Secara Elektronik di

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat?



2. Apa permasalahan dalam pelaksanaan layananan HT-el yang dihadapi serta
upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?
3. Bagaimana respon para pihak terhadap layanan Hak Tanggungan Secara

Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

Batasan Penelitian
Batasan dalam Penelitian ini dimaksudkan agar dalam melakukan
Penelitian, peneliti dapat fokus terhadap masalah yang dihadapi, batasan
tersebut meliputi:
1. Mekanisme layanan HT-el terkait tentang prosedur pelaksanaan pendaftaran
HT-el.
2. Para pihak yaitu terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, PPAT dan Pihak Bank (Kreditor) yang ada di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai
oleh peneliti adalah:

1. Mengetahui mekanisme layanan Hak Tanggungan Secara Elektronik di
Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan HT-el yang dihadapi oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PPAT dan Kreditor
serta upaya dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

3. Mengetahui respon para pihak terhadap layanan Hak Tanggungan Secara

Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan
terkait pelayanan HT-el. Bagi peneliti khususnya, dapat mengetahui
pelaksanaan HT-el.

3. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi berupa prosedur
pelaksanaan layanan HT-el kepada masyarakat.

4. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, penelitian ini
dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya mengatasi kendala yang
terjadi dalam pelaksanaan pelayanan HT-el maupun pengembangan serta

penyempurnaan layanan HT-el.

Kebaruan Penelitian

Layanan HT-el merupakan bukti nyata yang dilakukan oleh Kementerian
ATR/BPN dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan tepat waktu
bagi penggunanya. Penelitian terkait pelaksanaan layanan HT-el belum banyak
dilakukan, mengingat bahwa layanan HT-el merupakan layanan yang baru di
kantor pertanahan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Namun terdapat
beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai HT-el yang dijadikan
peneliti sebagai rujukan dalam melakukan penelitiannya.

Nadira (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan dua hal, pertama
Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik dengan mengeluarkan Permen
ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan
Terintegrasi Secara Elektronik sebagai terobosan baru yang dapat menambah
kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN karena memberikan
pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan bersih dari korupsi, kedua
bahwa dalam pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan Elektronik terdapat
pilar unsur terlaksananya, yaitu Bank, PPAT dan Kantor Pertanahan.

Wiguna (2020) melakukan penelitian terkait pelaksanaan pendaftaran Hak



Tanggungan secara elektronik dilakukan dengan Perkaban Nomor 9 Tahun
2019. Hasil dalam penelitiannya disebutkan juga bahwa pelaksanaan HT-el
berdasarkan Perkaban 9/2019 belum bisa dilakukan karena masih berlakunya
aturan Undang-Undang Hak Tanggungan yang mana untuk dapat
memberlakukan aturan tersebut perlu pelimpahan kewenangan dari peraturan
yang lebih tinggi kedudukannya

Exaudia (2020) melakukan penelitian terhadap implementasi pelayanan
HT-el mengenai kesesuaian pelaksanaan, selanjutnya dapat diketahui kendala
dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan hasil penelitiannya,
Exaudia menyebutkan bahwa implementasi layanan HT-el di Kantor
Pertanahan Kota Batam berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN
Nomor 5 Tahun 2020 mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasinya.

Andiyanto (2020) dalam penelitiannya mengkaji permasalahan yang
sering terjadi dalam proses registrasi HT-el yang diakibatkan oleh PPAT dan
pihak bank sebagai kreditor yang mengabaikan prosedur dan persyaratan
registrasi. Andiyanto juga menyebutkan bahwa di Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru, masalah pendaftaran akun, pendaftaran teknis, dan verifikasi data
adalah masalah terbesar dalam proses pendaftaran HT-el.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan antara
penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Faktor
pembeda utama dengan penelitian terdahulu adalah objek dan subjek yang
diteliti termasuk lokasi penelitian dan tahun penelitian. Penelitian ini
difokuskan pada mekanisme layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat serta permasalahan yang dihadapi dan upaya dalam
penyelesaian serta respon para pihak terhadap layanan HT-el di Kantor

Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini

Penelitian Sebelumnya

No

Nama
Peneliti
(Tahun)

Judul Penelitian

Tujuan Penelitian

Metode yang
Digunakan

Hasil Penelitian

Nurul
Nadira
(2019)

Pendaftaran Hak
Tanggungan
Elektronik Yang
Akan Mulai
Dilaksanakan Di
Badan Pertanahan

Metode
penelitian
hukum
empiris

Pelaksanaan
Hak
Tanggungan
Elektronik
dengan
mengeluarkan
Permen
ATR/BPN
Nomor 9 Tahun
2019  tentang
Pelayanan Hak
Tanggungan
Terintegrasi
Secara
Elektronik.
Pelaksanaan
pelayanan
Tanggungan
Elektronik
terdapat
unsur
terlaksananya,
yaitu Bank,
PPAT dan
Kantor
Pertanahan

Hak

pilar

| Wayan
Jody Bagus
Wiguna
(2020)

Tinjauan Yuridis
Terkait
Pendaftaran Hak
Tanggungan
Secara Elektronik

Mengetahui
proses
pendaftaran hak
tanggungan
secara elektronik
dan
pemberlakuan
pendaftaran hak
tanggungan
secara elektronik
ditinjau dari
Undang-Undang
Hak
Tanggungan

Metode
penelitian
hukum
normatif

Pelaksanaan
HT-el
berdasarkan
Perkaban 9/2019

belum bisa
dilakukan
karena ~ masih
berlakunya
aturan Undang-
Undang Hak
Tanggungan
yang mana untuk
dapat

memberlakukan




aturan tersebut
perlu
pelimpahan

kewenangan dari
peraturan yang

lebih tinggi
kedudukannya

3 Sara Implementasi Mengetahui Metode Implementasi
Exaudia Pelayanan  Hak | kesesuaian penelitian layanan HT-el di
(2020) Tanggungan pelaksanaan kualitatif Kantor

Terintegrasi HT-el di dengan Pertanahan Kota
Secara Elektronik | Kantor pendekatan | Batam berjalan
Di Kantor | Pertanahan deskriptif sesuai  dengan
Pertanahan Kota | Kota Peraturan
Batam Batam Menteri
terhadap ATR/BPN No 5
Peraturan Tahun 2020
Menteri mulai dari
ATR/BPN persiapan,
Nomor 5 pelaksanaan
Tahun 2020 hingga
evaluasinya.

4 Krisnawan | Evaluasi Mengetahui Metode Permasalahan
Andiyanto | Pelayanan  Hak | kesesuaian penelitian yang sering
(2020) Tanggungan prosedur deskriptif terjadi  dalam

Terintegrasi layanan HT-el | dengan proses registrasi

Secara Elektronik | mulai dari | pendekatan | HT-el yang

(Studi Di Kantor | PPAT, Bank | kualitatif diakibatkan oleh

Pertanahan Kota | sebagai kreditor PPAT dan pihak

Pekanbaru dan Kantor bank sebagai
Pertanahan  di kreditor ~ yang
Kota Pekanbaru mengabaikan
dengan prosedur  dan
Petunjuk Teknis persyaratan
HT-el No.2 registrasi
Tahun 2020

(Sumber:Hasil Analisis Peneliti, 2021)




BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1.

Mekanisme dari layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat masih belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan peraturan.
Hal ini karena masih adanya sertipikat HT-el yang terbit tanpa melalui
proses pemeriksaan. Ketidaksesuaian lainnya dalam pelaksanaan layanan

HT-el vyaitu terdapat akun yang dijalankan oleh bukan pemilik akun

tersebut. Hal tersebut karena tidak adanya pegawai yang dapat

menjalankan akun tersebut. Jika dilihat pada Juknis Nomor 2 Tahun 2020,

pembayaran SPS dilakukan oleh pihak Bank (Kreditor), namun dalam

pelaksanaannya pembayaran SPS dilakukan oleh PPAT karena biaya
pembayaran SPS termasuk dalam biaya pembuatan APHT.

Permasalahan dalam pelaksanaan layanan HT-el tidak hanya ada pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tetapi juga pada

PPAT dan Kreditor. Permasalahan yang ada pada Kantor Pertanahan

Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PPAT dan Kreditor dapat

disimpulkan sebagai berikut:

a. Gangguan jaringan pada sistem HT-el yang menyebabkan tidak dapat
mengunggah dokumen ataupun mengakses aplikasi sistem HT-el.

b. Berkas permohonan yang diunggah baik oleh PPAT maupun Kreditor
masih belum sesuai sehingga misalnya tidak dibubuhi cap ataupun
tandatangan, perbedaan nomor Hak Atas Tanah yang ada pada surat
permohonan dan APHT.

c. Kesalahan peringkat karena validasi yang dilakukan belum sepenuhnya
benar datanya.

d. Proses pengecekan secara online tidak dapat dilakukan, karena belum

tervalidasinya seluruh sertipikat bidang tanah di Kantor Pertanahan
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Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedangkan dalam melakukan
pendaftaran HT-el harus terlebih dahulu melakukan pengecekan
sertipikat.

. NIK dari Debitor ataupun pihak persetujuan yang ketika dimasukan
NIK pada sistem HT-el, namanya tidak sesuai dengan di KTP atau
bahkan tidak muncul pada sistem HT-el.

. Kode akta tidak ditemukan pada sistem HT-el, padahal akta tersebut
telah didaftarkan.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan di atas antara
lain:

. Jika terjadi gangguan jaringan, maka dapat dilakukan refresh pada
sistem HT-el namun apabila hal ini juga tidak berhasil bahkan sampai
beberapa hari, maka petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat langsung melakukan koordinasi kepada PUSDATIN
untuk dilakukan perbaikan. Hal lain yang dapat dilakukan dalam
menghadapi permasalahan gangguan jaringan dengan melakukan
pendaftaran HT-el pada siang dan sore hari.

. Kesalahan berkas permohonan yang diunggah oleh PPAT dan Kreditor
dilakukan penangguhan berkas akan dapat diperbaiki dan memberikan
catatan yang dikirim melalui email terkait kesalahannya sehingga tidak
berulang-ulang.

. Untuk kesalahan peringkat dilakukan dengan melakukan perbaikan
data pada validasi sesuai dengan catatan terakhir pada buku tanah

. Melakukan validasi terhadap bidang tanah yang belum divalidasi dan
masih terdapat kesalahan antara catatan buku tanah dan pada Aplikasi
KKP.

. Debitor melakukan perbaikan data KTP ke Kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil.

. Terhadap kode akta yang tidak ditemukan pada sistem HT-el dilakukan

dengan membuat kode akta baru.

58



3. Respon Para Pihak Terhadap Pelaksanaan Layanan HT-el di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para
pihak yang juga merupakan informan dalam penelitian ini diketahui bahwa
respon para pihak terhadap layanan HT-el sangat baik. Adapun respon para
pihak terhadap pelaksanaan layanan HT-el terbagi sebagai berikut:
a. Persepsi Para Pihak terhadap pelaksanaan layanan HT-el

Persepsi para pihak tersebut berdasarkan pengetahuan para pihak tentang

pelaksanaan layanan HT-el yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Para pihak telah mengetahui tentang pelaksanaan HT-el.

2) Para pihak mengetahui tujuan pelaksanaan layanan HT-el.

b. Sikap para pihak terhadap pelaksanaan layanan HT-el

Sikap yang ditunjukkan oleh para pihak terhadap pelaksanaan layanan

HT-el sebagai berikut:

1) Penilaian para pihak terhadap pelaksanaan layanan HT-el yaitu baik.

2) Para pihak menerima pelaksanaan layanan HT-el.

3) Para pihak setuju dengan pelaksanaan layanan HT-el.

c. Partisipasi para pihak terhadap pelaksanaan layanan HT-el

Partisipasi para pihak yaitu turut andil dalam menjalankan tugas dan

fungsinya masing-masing pada proses pendaftaran HT-el. Hal ini

sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1) Ketika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan layanan HT-el,
maka para pihak saling melakukan koordinasi untuk dapat
menyelesaikan permasalahan tersebut.

2) Para pihak melakukan kewajiban dalam melaksanakan layanan HT-

el.

B. Saran
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengadakan
sosialisasi kembali kepada seluruh PPAT dan Kreditor yang ada di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sosialisasi dapat dilakukan secara
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virtual mengingat kondisi saat ini yang masih mengalami pandemi Covid-
19. Keikutsertaan seluruh PPAT dan Kreditor diharapkan agar lebih
memahami prosedur pelaksanaannya sehingga tidak ditemukan lagi
kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan layanan HT-el.

Kepada petugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
untuk selalu melakukan monitoring atau peninjauan dan pada sistem HT-
el dengan cara setiap hari mengakses sistem HT-el untuk melihat
permohonan pendaftaran HT-el. Monitoring yang rutin dilakukan oleh
petugas verifikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
diharapkan tidak ada lagi sertipikat HT-el yang terbit tanpa dilakukan
pemeriksaan kesesuaian dokumen terlebih dahulu.

Melakukan upgrade sistem HT-el oleh PUSDATIN dengan menambah
beberapa fitur maupun tool pada aplikasi layanan HT-el. Penambahan fitur
ataupun tool seperti menambah pilihan peringkat dan adanya verifikasi
langsung terhadap dokumen apabila ada kesalahan misalnya adanya
notifikasi keterangan kesalahan yang dilakukan. Penyempurnaan sistem
HT-el tersebut dilakukan dengan adanya tambahan notifikasi pada sistem
HT-el yang dapat memberikan informasi terkait kesalahan dalam proses
pendaftaran maupun pada saat mengunggah dokumen pendaftaran.
Melakukan validasi data seluruh bidang tanah yang telah bersertipikat
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga dapat

meminimalisir kesalahan dalam proses pengecekan sertipikat.
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